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KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/11/DPRD/2015
TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

Menimbang . @. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati
Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2015, telah ditelapkan dalam Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1100-
Keu /2015, tanggal 30 September 2015 ;

b. bahwa terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat
sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan
penyempurnaan dan penyesuaian olch Bupati Cianjur
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cianjur ;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan
Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan
Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran
Perubahan Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015,



Mengingat

6.

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwalilan Rakyal, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana diubah tiga kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Indonesia Nomor 4721);



Memperhatikan

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5104) ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2007 tentang Tata <Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 680);

. Peraturan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Nomor 254).

Keputusan Gubernur  Jawa Barat Nomeor
903 /Kep.1100-Keu /2015 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah
Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan
Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015, tanggal 30 September 2015,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 12 Oktober 2015.

3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal
13 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

: Menyempurnakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2015
dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015,

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini
dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Dagrah
Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
dan Ra necangan Peraturan Bupati Cianjur tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 yang seclanjutnya
disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

. Hasil pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 merupakan lampiran yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini,

Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 13 Oktober 2015

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
I‘%EUFATEN CIANJUR




LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJT

TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BAR
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTA!
FERUBAHAN ANGGARAN PENUAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20
DAN RANCANGAN PERATURAW BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERUBAH:

ANGGARAN FENDAFATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR :172.4.1/11/DPRD,/2015
TANGGAL : 13 Oktober 2015
NO. | HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT
A | KEBIJAKAN UMUM
| 1. Jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD | Perbedaan alokasi anggarar

(KUPA) dan Pricritas dan Flafon Anggaran Sementara (FPAS) Perubahan belum konsisten
dengan jumlah alokasi amggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerzh
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, antara lain scbagai berikut ;

a.

b.

Jumlah Pendapatan dalam PPAS Perubahan scbesar Rp. 3.082.436.705.237.22
sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.068.481.561.871,52 atau terdapat selisih _ﬁﬁﬂm&m
sebesar Rp. 13.855.143.365,70 dengan rincian mm—um.mE berilat :

1) Pendapatan Asli Daerah dalam PPAS Perubahan sebesar Ep. 431.337.787.081,22
sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2015 sebesar Rp. 416.868.756.715,52 atau terdapat selisih kurang
sebesar Rp. 14.469.030.365,70;

2) Dana Perimbangan dalam PPAS Perubahan sebesar Rp. 1.755.541.305.262,00
sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.756.055.192.262,00 atau terdapat selisih lebih
sebesar Rp. 513.887.000,00;

Jumiah Belanja dalam PPAS Perubahan sebesar Ep. 3.280.038.012.112.45

sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.252.708.415.863,75 atau ierdapal selisih kurang

sebesar Rp. 27.329.596.248,70 dengan rincian sebagai berilut ;

1] Belanja  Tidak Langsung dalam FPAS Perubahan sebesar Ri~
2.041.574.438.826,22 sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar REp. 2.020.518.626.060,52 atan
terdapat selisih kurang sebesar Rp. 21.055.812.765,70;

2) Belanja Langsung dalam PPAS Perubahan scbesar Rp. 1,238.463.573.286,23
sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APED Tahun
Anggaran 20135 sebesar Hp. 1.232.189.789.803,23 atau terdapat selisth kurang
sebesar Rp. 6.275.7833.463,00;

dikarenakan adanya peraturan tentang
penetapan alokasi dana transfer dari
pusat (JKN dan DBH-CHT), yvang terbit
setelah KUPA-PPAS Perubahan di
tandatangani, namun begitu,
Pemerintah Kabupaten Cianjur akan
terus mengupayakan konsistensi dalam
setiap tahapan perencanasan
penganggaran daerah.




HABIL EVALUAST

TINDAK LANJUT

H.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Clanjur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daersh
ientang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 harms mengupayakan konsistensi pada setap
tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (REFDY,
KUPA, FPAE Perubshan dan Hancanpsn Peraturen Dasrah tenitang Perubahen APBD Tahun
Anpgaran 2015 scsuai smanat Pasal 16 avat {2), Pasal 34 ayat (1] dan Pasal 35 ayatr (1)
FPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal
23 ayat (4] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tenteng Tahapan, Tata Cars
Penyusunan, Pengendalisn dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

. |Dalam rangka menjaga  kesinamby ngan pembangunan secars nasional dan keterpaduan
kebijakan, prograun dan kepistan antara pemerintah dan pemerintah daerah, malka:

Pengalokasian anggaran belanja dacrah Kabupaten Cianjur dalam mendukung 9 (sembilan)
Bidang Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Isu-lsu Strategis Pembangunan
Nasiomal Tabun 2015 semula  schesar Rp2.604 469,554 468,13 menjadi schesar
Rp3.(H39.362,915 432,75 bertambah sebesar Rpd64.893.360.964,62 atan menjadi 94, 36% dari
intal anggaren belanja pada Runcangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Angparan 2015 schesar Rp3.252.Y08.415 863,75 Yang terbapl ke dalam:

1} Bidang Sosial Budaya dan Kchidupan Beragama semuls schesar Hpl.658.804,882 435,00
menjadi sebesar Rp1.922.948 214.612,23 bertambah sebesar Rp264.139.332.177,23 atau
menjadi 59, 12% dari total anggaran belania;

2} Bidang FEkonomi semuls  sebesar Rp42.776.449.343,00 menjadi  sebesar
Rp47.592.426.664,B8 hertambah sebesar Rp+.815977.321,88 atau menjadi 1.46% dad
total angegaran belanja;

d) Bidang lmu Pengetphuan dan Teknologl semuly sebesar RFpl.161.541.000,00 menjadi
sebesar Rpl.231.792.150,00 bertambah schesar Rp70.251.150,00 atau menjadi 0,04%
dari total anggaran belanja;

4) DBidang Sarana dan Prasarans semmula sebesar Bp204.745.573.959.55 menjadi schesar
Rpp336.543.943.013,50 bertambah sebesar Rpl31.798.369.053,95 atau menjadi 10,35%
dari total anggaran helanig

3| ‘Bidang Politik semuls scbesar Rpl.723.223.200,00 menjadi sehesar Bpl 570,723 ,200,00
berkurang sebesar Rpl52,500.000,00 atay menjadi 0,05% dari total anggaran belanja:

8) Bidang Pertahanan dan Keamanan semula sebesar Rp19.281.307.300,00 menjadi schesar
Epl9.663.803.800,00 bertambal schesar Rp382.496.500,00 atan menjadi 0,60% darl

total angparan belanja;

7] Bidang Huloun dan Aparatur semuls sebesar Rpa¥7 077.767 458,58,00 menjadi sebesar
Rp717.603.015.079 26 bertambah sebesar Rpl40.525.247 620,68 atau menjadi 22,06%
dari total anggeran belanja;




HABIL EVALUASI

TINDAK LANJUT

EETERANGAN

. Penpalokasian angearan bolanja dacrah Kabupaten Cianjur dalam mendukung 10 {sepuluh)

#] Hidang Wilayah dan Tata Fuang semula sebesar Rpl0.702.909.300,00 menjadi sebesar
Rpl0.462.554.400,00 berkurang sebesar Rp240.354. 900,04 atau menjadi 0,32% dari total
anpgaran belanja;

9] Bidang Sumberdaya Alam den Lingkungan scmula scbesar RpB8B. 191,900 472 00 menjadi
sebesar Rpl1.746.442.512,88 berkurang sebesar Rp76.445.457.959,12 atau menjadi
(,36% dari total anggaran belanja;

Pricritas Pembangunan Provinsi yang dijabarkan ke dalam Isu Strategis Tahun 2015 semula
schesar Rp2.578.125.720,100,13 menjadi schesar Rp3,141.000,615.439,75 bertambah schesar
Rp562.874.8095.339,62 atau menjadi 96,57% dari total anggaran belanja pada Rancangan
Peraturan Dacrgh  tentsng  Perubahan APRBD Tahun  Anggaran 2015 sebesar
REp3.252.708.415.863,75 yang terhagi ke dalam:

1} Prioritas meningkatkan aksesibilitas dan  mun pendidikan  semula sebesar
REpl.295.195.883.397 00 menjadi scbesar Rpl.264.110.804.270,98 bertambah sebesar
Rp6&.914.920.873,98 atan menjadi 41,94% dad total anggaran belanja;

2} Prioritas meningkatkan abksesibilitas den kualitas layanan lkesehatan semula schesar
Rp338.190.258.938,00 menjadi sebesar Rph32.574.219,405,25 bertambah  sebesar
Rpl%4.383.960.467,25 atan menjadi 16,37% dari tolal anggaran belanja;

3} FPrioritas mengembangkan infrasiruktur wilayah, energi dan alr baku semula scheosar
Hp203.288 827 759,55 menjadi sebesar Rp334.957.007.013,50 bertambah sebesar
Rpl3l.668.179.853,95 atsu menjadi 10,30% dar total anggaran belanja;

4]  Prioritas meningkatkan ekonomi pertanian semula schosar Rp51.282 660 240,00 menjac
sebesar Rp76.541.202.005,50 bertambah sebesar Rp25.258.513.665,50 atau menjadi
2,35% dari total anggaran belanja;

5] Prioritas meningkatksn ckonomi non pertonian semuld scbesar Rp20.305.096.475,00
menjadi sebesar Rp23.016.111.221 88 bertambah sebesar Rp2.711.014.746,88 atau
menjadi 0,7 1% dari total angeraran bhelanja;

&) Priovitas mendngkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan
lebencanaan semila acheosar Rp36.565.989.432 00 merygadi sebesar
Rp34 960.560.707,38 berkurang sebesar Bpl.G05.419.734,62 atay memgad: 1,07% dan
toial anggaran belanja;

7} Prioritas meningkatlan pengelolaan seni, budaya dan wisats serta kepemudaan dan
olahraga scmula sebesar RpS5.849.493.800,00 menjadi sebessr RpS.758.927.900,00
borkurang schesar Rp90.5635.900,00 atau menjadi 0,18% dari total anggaran belanja;

B] Prioritas meningkatkan  lketahanan kelnampgs dan kependudukan semula  sebesar
Epl8.964.751.600,00 menjadi scbesar Rpl9.073.036.236,00 bertambah  sebesar
REp108.284 636,00 atau menjadi 0,59% dari total anggaran belanja;

9y Prioritas menangpulangi kemiskinan, penyandang masslab kescjahterasn sosial dan
keamanan semula sebesar Rp2S5 897 910,200,000 menjadi sebesar Rp26.716.322.900,00
bertambah sebesar RpA18,412,700,00 atau menjadi 0,82% dari total angegaran belanja;




NO

HASIL EVALUASBI

TINDAK LANJUT

EETERANGAN _

10] Prioritas moderpmisasi pemerintahan den pembangunan perdesasn semula sebesar
Rpo8d 584 819.258,58 menjadi scbesar Hpf23.292.413.279.26 bertambab  sebesar
Epla40.707.594.020,68 atan menjadi 22,24% dari total anggaran belanja,

Diari data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Clatijur agar teris mengupayakan peningkatan

alokasi anggaran dalam mendukung tercapainya Sasaran Utams dan Bidang Pembangunan

Nasional serta Prioritas Pembangunan Provinsi lersebut sesusi dengan potensi dan kondisi masing

masing Dmerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan

dimaksud sangat torgantung pads sinkromsasi kebijjakan antars Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan Pemerintah dan Pemerintah Provina yvang difmangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

Jumlah alokasi anggaran untul fungsi pendidikan semula sebeser KpB39.664.041.600,00 menjadi
schesar RpHod 056.443.583,98 bertambah sebesar HpaB 42240198398 atau menjadi 26 69%
dari tofal Belanjs Daerah sebesar Rp3 252 708 415.863,75 pada Rancangan Peraturan Daerah
temtang Perubahan APHBD Tahun Anggaran 2015, terdiri ntas:

a.  Belanja Tidak Langsung pada SKEFPD Dinas Pendidikan bermpa Oaji dan Tunjangan PNS semula
sebesar Rpy0l.824.558.600,00 mcenjadi schesar RpbGd.725.671,300,00 berkurang schesar
Rp37.098.887.300,00 atau menjadi 20, 44% dari total Belanja Daerah;

b. Bclanja Tidak Langsung berupa Gsaji dan Tunjangan PNS Akper scmula  scbesar
RpY957 586 800,00 menjadi’ sebesar Ep9i6.550.100 00 berkurang sebesar REpd41 036700 00
atau menjadi 0,03% dari total Belanja Daerah;

c. DBelanja Tidak Langsung pada SKEPKED berupa Hibah untuk fungsi kependidikan semula
sehosar  Rpd.030.000.00000 menjadi  schesar  Rpt.5330.000.000,00 bertambah  schesar
Rpo0r 000 000,00 ataw menjadi 0, 16% dari total Belanja Daerah,

d. Bclanja Tidak Langsung pada SKPKD berupa Bantuan Sosial untuk fungsi kependidilean
sebesar RpT00.000.000,00 {anggaran tetap) atan meniadi 0,02% dari total Befanja Daerah;

¢. DBelanja Langsung pada SKI'D Dinas Pendidikan scmula scbesar Rpl27.001.472.200,00
menjadi schesar Rpl87.744.824.462.00 bertambah schesar RpH0,743.352.262,00 atau
menjadi 5,77% dari total Belanja Daerah;

f. Belanja Langsung pada Akper semula schesar Rp5.150.424.000,00 menjadi sebesar
Ep246%.397.731.98 hertambah schesar Rpd. 318.973.721.98 atau mendadi 0,29% dari totsl
Belanja Daerah;

Jumlah alekaszi anggaran tersebut telah memenuhi ketentnan Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahnun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan., Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Cianjur
diharapkan sccara konsisten dan berkesinambungan mengalokasiktan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya sebesar 20% dan total anggaran belanja daerah Tahun Angparan 2015 lanpa
mengesampingkan dukungan anpgaran untuk bidang lain yang juga menjadi priorilas nasional,
provinsi, manpun Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Jumiah alokasi anggaran untuk vrusen kesehatan semuls sebesar Rp435.308.583,.573,00 menjadi
achesar Rpo43.727.028.905,25 bertambah sebesar Epl08.418.445.332,25 atau menjadi 23,33%
dari total Belanja Daerah di luar Gaji sehesar Rp2,330.864.271.935,75 pada Rancangan Peraturan
Nacrah tentang Porabahan APBD Tahun Anggaran 2015, terdin atas:

Pemerintah Kabupaten Clanjur akan ternis mengupavakai
peningkatan alolasi anggaran dalam mendukung tercapainya
saspran ntama delam hidang pembangunan Nasional serta
Prioritas Pembangunan Provinsi dalam percncanasan selanjutnya

Pemerintah Kabuparen Cianjur akan tetap lkonsisten dan
berkesinambungan mengalokasikan anegaran  pendidikan
sehurang-kurangnya schesar 20 dar total angparan belanja
daerah Tahun Anggaran 2015 danh dalam perencanaan
zelanjuinya.
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a) Belanja Tidak Langsung pada SKPD Dinas Kesehatan berupa Gaji dan Tunjangan PNS semula
sehesar Rp55.887.619.700,00 menjadi sebesar RpS57.710.134.300,00 bertambah sebesar
Epl.822.514. 600,00 atan menjadi 2,48% dari total Belanja Daerah diluar Gaji;

b) Belanja Tidak Langsung pada SKPD REUD berupa Gaji dan Tunjangsn PNS sebesar
Bp20.456.031.700,00 menjadi scbesar  Rp21.112.350.300,00 bertambah  ssbesar
Ep656.318.600,00 atau menjadi 0,91% dar tetal Belanja Daerah diluar Gaji;

¢] Belunja Tidak Langsung pada S8KPED herupa Hibah untik nrusan keschatan scmula schesar
EplT7.962.910000,00 menjadi sebesar Rpl2.062.910.000,00 berlambah  sehesar
Rpl.100.000,000,00 atan menjadi 0,82% dari total Belanja Daerah diluar Gaji;

d) Belanja Tidak Langsung pads SKPKD herupa Bantuan Sosial untuk urusan kesehatan sehesar
Rpl.2095.505.000,00 {anppgaran tetap] atan menjadi 0,06% dard total Belanja Daerab diluar
Oaji;

e} Delanja Langsung pada SKPD Dinas Kesehatan semula sebesar Rpl28.118.210.935,00
menjadi sebesar Rpl46.926.587.466,00 bertambaly sebesar Rpl8.808.376.531.00 atau
menjadi 6,30% dari total Belanja Daerah diluar Gaji;

fj] Belanja Lang=ung pada SKPD REUD semula sebesar Rp211.588.2306.238,00 menjadi sebesar
Rp297.619.541.839,25 bertambah schesar xﬂmm 031.235601,25 atan menjadi 12,77% dari
total Belanja Dacrah dituar Gaji;

Alokasi anpgaran kesehatan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2]
Undang-TUndang Nomeor 36 Tehun 2009 tentang Keschatan bahwa besar snggeran kesehatan
Pemernintah Daerab Provinsi, Eabupaten Kota diglokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari
tolal angparan Belanja Dacrah di loar Gaji, dalam hal ini Kabupaten Cianjur mengalokasikan
sebesar 23,33%. Schubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharaphkan etap
konsisten dengan tdak memumnkan jumlah alokasi anggaran untuk nrusan kesehatan di lnar gaji
|sckurang-kurangnya sebesar 10% dari tolal anggarsn Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tanpa
mengesampingkan dukungan snggaran uniule bidang lain yang jugs menjadi prioritas nagional,
provinsi, maupun Pemeriniah Kabupaten Clanjuar.

. |PENDAPATAN DAERAR

Pendapatan Dacrah pada Rancangan Peraturan Daerall entang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2015 semula  sebesar Rp2 728.610.896.879,13 menjadi  sebesar Rpl.06B.481.561.871,52
bertambah sebesar Rp330.870.664.992 .39 atan naik 12,46% dengan alokasi sehagal berllmt:

a. Pendapatan AsH Daerah (PAD} semula scbesar Rp408.821.527.531.08 menjadl sebesar
Rpdl16.868.756.715,52 bertambah sebesar Rp8.047.2209 194 44 atau naik 1,97%,

b. Dana Ferimbangan setnila sehesar Rpl.636 859 480.218,00 menjadi sebesar
Rpl.756.055.192.262 00 bertambah sebesar Rpl19.195.711.344.00 atau nalk 7, 28%,

c. Lain-lain Pendapatan DPacrsh Yang Sah semula sebesar RpGB2.020.888 440,05 menjadi
schesar RpB95.557.612 804,00 bertambah sebesar Rp212.627.724 453,95 atau naik 31,13%;

Pemerintah Kabuparen Cianjur akan totap komsisten dengan
tidak menurunkan jumlah alekasi anggaran unmk ummsan
keschatan di luar gaji selurang-lurangnya schesar 10% dard
olal anggaran Belanja Dacrah Tahun Anggaren 2015 dan
pErcrncansan sclanjutnya.

Ponctapan target Pendapetan daerah pada Perubahan APED TA
2015 sudah didesarkan pada potensi nil sumber-sumber
pendapalan daerah yang ada.




HASIL EVALUAEI

TINDAE LANJUT

KETERANGAN

Penetapan target pendapatan dacrah tersebut supays benar-benar didasarkan pada potens) #iil
sum ber-sumber pendapatan dasrah yang ada di Kabopaten Cianjur dengan mengacu pada
Peraturan Perundang-undangean, memperhatikan realisasi pada Tahun Anggaran 2014 dan
petkembangan berbagai indikater perckonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi
realisasi pendapatan dacrah, serta memilki kepastian sesual dasar hulim penerimannnya,

Disamping i, mengingat penambahan pendapaten dacrah dimaksud akan digunakan untuk
mendanal program dan kegiatan dalam Perubahan APDD Tahun Anggaran 2015, Pemerintah
Kabupaten Cianjur agar mengoptimallken pencapaian target pendapatan yang ditetapkan. Hal ini
sesuai dengan keletituan Pasal 17 ayat (2] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyataksan babwa jumlah pendapatan yang dianggarkan
dalam AFPBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan.

Dalam pernbahan APBD terdapat penambahan atau penurunan target beberapa jends pendapatan
pajak daerah dan retribnsi dacrah yang cukup signifilkan, antara lain:

A XXEXAaa o4, 1.1.01.03 Hotel Dintang Hmpat semula sebesar Rp2.160.000.000,00
menjadi schesar Ep4.696.800.000,00 bertambah sebesar Rp2. 536.800.000,00 atau naik
117, 44%;

b, xxxowwx axoocxx4.1.1.01.05 Hotel Bintang Dia scmula schesar Rpl. 259.640.000,00 menjadi
sebesar Rp378.200.000,00 berkurang schesar RpS80,440.000,00 atau parun 69,90%,;

C.  AIEAEAEOAEEX.S.1,1.02.01 Restoren semula sebespr Rp2.226.000.000,00 menjadi sebesar
Rp3.001.200.000,00 bertambah sebesar Rp775.200.000,00 atau naik 34,82%;

d. oo d.1.1.02,02 Rumsh Makan semuls acbesar Rpl 998 270.070,00 menjadi
sebesar Rpl.154.284_ 198,00 berlkurang sebesar Rp843.985.872 00 atan turm 42,24%:;

e, xxxxoccxendmed 1.1.04.01 Reklame Papan/Bill Board / Videotron/ Megatron semula sebesar
REp984.469.816,00 menjadi sebesar Rp1.950.540.000,00 bertambah sebesar
RpYbE. (70, 184,00 atan naik 98,13%:!

[ xomxsaxxxmxsd.1.1.04.02 Reklame Kain semula scbhesar RBp214.200.000,00 menjadi
sebesar Rp7y41.000.000,00 bertambah sebesar RpS26 800 000,00 atau naik 245 94%,,

B, xxxexexxxexx4.1.1.0635 Tras semula scbesar REpl41.000.000.00 menjadi scbesar
Rp658.800.000.00 bertambah schesar RpS17.800.000,00 atau naile 367,23%;

h, xxocxcxxmooocxxd. 1 40603 Bidang Pelierjaan Umum semula sebesar Rp356.784.609,00
menjadi sebesar Rp993.103.965,00 bertambah sebesar Rp636.3 19.296,00 atau naik 178,35%;

i, xR0 k. xx 4. 1.4.08.03 Pendapatan Denda Betribusi Ponggantian Biaya Cetak Hartu
Tanda Penduduk dan Alda Catatan 3ipil semula sehesar RpS00.000.000,00 menjadi sebesar
Rpl. 20000000000 bartambah sebesar RpT00.000.000,00 atan naik 143,00%;

i, xxxmxxreax4.2.1.02.07 Bagl Hasil Dari Pungutan Hasmil Perikanan semula sebesar
Rp3u5.257. 000,00 menjadi sehesar Rp977. 9591933 00 bertambah sebesar Rp582.534.933,00
atau naik 147 8%
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mvm.mwm.ﬁm,mhu_cc atau mran 41,77%;

Rpd.274.185.124,00 atan turun 41,23%;

Eﬂ#bna.bﬂu.mgﬂbﬁ atau naik 60,11%:;

tercapainya Larget pendapatan yaog telah ditetapkan

Rp28.354.654.965 30, terdirl atas:

RpS.246.067.132,00,

sebesar Rp1.359.796.557,00;

sebiesar Rp24.954.592.5 17,00

bertambah selcsar Eﬁhm.wi.mcmbaw

Rp3.253.905.745.70;

menjadi  schesar Rp47.075,00 berkurang scbesar mvum.q&c.ﬁfwm dengan
1.20.1,20.08,00.00,4.3.3.05.0 1 Rriribusi Kemetrologian,

k. .o ot e 42, 1.02.08 Bagi Hasil Darl Periambangan Minyak Bumi semula sebhesar
Rp12.969.545.000 o0 menjadi schesar Fp8.134.31 1.658,00  berkurdng sehesar

1 uhh.n._ﬁ.ﬂrﬂﬂuk.a.u.w.ﬁ.am Bagi Hasil ari Pertambangan Gas Bumi semula schesar
mﬂ;n.mmm-wﬁbnzbc menjaddi sebesar Nﬁm.nmu.cmm.mqmbc berkurang sehesar

m. Fﬂ.ﬁ.vﬂuﬂ.ﬁ.ﬂ.#.mh.au._n Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Pumi scmula sebesar
mw_m.m.m.rum_._uh___uc,cn menjadi sebosar Nuuabmm..m,m.u..mabc bertambah sebesar

Sehubungan dengan hal tersebutl, dalam menetapkan target pendapatan pada awal tebun
ArPEATAN agar dipetlirakan secara ternlur dan rasional dengan mempertimbangkan potensi yang
dimiliki sehinggs dapat dicapal untulk setiap sumber pendapatan berdasarkan potensi ril.

Seldin ity penganggaran target pendapatan harus memperhatikan puls sisa wakin pelaksanazn
APBD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, untuk mengantisipasi dan menghindari fidak

Pengangearan Dana Bagl Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Perubalian

d. H.m_n..H.mc.ﬂm.ﬂﬂ.s.n.w.mbw Dana Bagi Hasil Fajak Dari Provinsi semula  sebesAT
Hﬁgmm.h:.ﬂmu_mmm_ﬂ: metjacdi sebeosar mﬁ_mu,qmm.$mm.m£.cs beripmbah  SehoSar

1) 1.20.1.20.08.00,00.4.3.3.01.01 Bagi Hasil Dari Pajak endarasn Bermotor semula sebosar
Rp25.257.702.248,00 menjadi  schesar Rp30.503.769.480,00 beriambah  sebesar

2 _.Mc.m.uc.cm.cﬁbc.r._..w.u.su.au Bapgi Hasil Diari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
semula scbesar Rpd 1.251,113.613,00 menjadi sebesar ngm,mgm.mgc.uqabc bertambah

3 1.20.1.20.08.00,00.4.3.3.0 1.05 Bagl Hasil Darl Pajek Bahan Bakar Kendarsan Bermotol
semula sebesar Rp34 706.490 A75 .00 menjad sebesar Rp59.661.083.302,00 bertarnbah

4 1.40.1.20.08,00.00.4.3.3.01.07 Pagi Hasil Dari Pajak Pengambdlan dan Pemanfaatan Alr
Prrmnuksan semula sebesatr Rpl.160.879.995,00 menjadi sebesar Rpl.208.984.500,00

5 1.20.1.20.08.00.00.4.3.3.01.08 Bagi Hasll Dari Pajak Rokok semmuls  sebesar
mumn.umm.mmm._mu.ﬂn menjadi  scbesar mwmm,qm_.mmﬂ.mﬂqb._u berkurang sebeosar

b. 1.20.1.20.08,00.00.4.3.3.05 Dang Bag Hasil Lainnya semula sebesar Rp30. 796 486,35

rincian obyek
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Sehbungan dengan penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015
mendahnluil penyusunan Perubahan AFBD Provinsi Jawa Barat, maka penganggaran pendapatan
kabupaten/kota vang bersumber dari bagl hasil pajak daerah dan bagl hasil retribusi daerah dar
Pemerintah Provinsi didasarkan pada slokasi bagi hasil pajak pada Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentung APBD Tghun Anggeran 2015, scdangkan bagion
pemerintah kabupaten/kota yang direalisasikan olch pemerintah provinsi akibal bertambahnya
target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggarsm 2015 setelah penctapan
Peratoran Daersh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dicantumkan delam LEA
Pemerintah Kabupaten Cianjur,

Schagalmana ketentuan butir IL1.c.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalarm MNegeri Nomor 37
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Angparan 2015, bahwa baglan
pemerintah  kabupaten/kota yang belum direalisasilan oleh pemerintah provinst akibat
pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampuang dalam peraturan daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LEA bagi pemerintah daerah yang tidak
melalikan Peiubahan APER Tahun Anggaran 2015 Sehubungan denganm hal terseinit,
Pemerintah Kabupaten Clanjur supaya menganggarkan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah berdasarkan Kepumsan Cubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.528-Keu /2015
tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Hetribusi Daerah Provinst Jawa Darat
per 31 Desember 2014 kepada Naerah Kabupaten/Kota dengan rincian schagai berikut:

. Pajak Kendarsan Bermotor Rp 2.529.736.920,00
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ep 2.600.442.300.00
. Psjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp £.159,360.392,00

d. Pajak Peppambilan dan Femanfaatan Adr Permukman  Rp 51.834.500,04

&, Retribosi Kemetrologian Bp 4707500

Jumlah Ep 13.351.421.187,00

Dalam Rancangan Ferubahan APED Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 belum nampak
dianggarkan pendapatan Dana Penyesuaian den Otonomi Khusus untuk Tunjangan Profesi Guro
{TPG). Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur agar menganggarkan pendapatan
tersebut dengan berpedoman kepada ketentuan butir 1I1,1.¢.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Neperi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Peoyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, balhwa
penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPO) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Mentern
Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profest Guru Pegawai Negeri Sipdl
Daerah Tahun Anggaran 2015, Dalam hal Peratwan Menteri Keuangan dimaksud belum
lditetapkan, penganggarasn TPG tersebul didasarkan pada alokesi TPQ Tdahun Anggaran 2014
dengan memperhatikan realisasl Tahun Anggaran 2013,

Kurang Salur Bapgi Hasil Pajak Dacrah dan Retuibusi Dacrah
berdasarkan EKeputusan CGubermur Jowa  Barat Nomor
073 /Kep.528-Keu /2015 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi
Hauil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jewa Barat
per 31 Desember 2014 kepada Daerah Kabupaten/Kola sudah
terakomodir pada Rancangan Prrubahan AFBD  Tahun
Anggaran 2015 saat disampaikan evaluas ke Gubernur Jawa
Barat.

Pendapatan Dans Penyesupian dan Otonomi Khusus nntuk
Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudeh i anggarkan  den
tereantum pada DPA SKPKD pada Kode Relening 4,3.4.01.02
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD.
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Apabila Peraturan Menteri Keusngan tersebut diterbitlkan setelah persturan dacrah tentang APBID
Tahun Anpgparan 2015 ditetapkan, maks pemerintah daerah hars menyesuaikan alokesi TPG
dimaksud pada peraturan dasrah tentang Perubahan AFED Tahun Anggarano 2013 atan
dicantumlan dalam LEA bagi pemerintah dacrah yang tidak melakukan Perubshan AFBD Tahun
Anpparan 2015,

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anpggaran 2015 ditetaplan, maka pemerintah daersh haros menyesuaikan alekasi
Dana Otonomi Khusus dimeksud pada peraturan dacrgh tentang Porubahan APBD Tahun
Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerntab deersh yang tidak melakulan
Perubahen APBD Tahun Anggaran 2015,

Penganggaran tarpet pendapatsn pada kode rekening 1,20.1.20.08.00.00.4.3.5.01.01 Bantuan
Keusnpgan Dari Provinsl Jawa Baral  semuls tdak disngparksn menjadi sebéesar
Fpl138 200404 700,00, jumlah penpganggaran dan perunmkkennya didassrkan pada alokasi
hantuan keuangan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang APBD Tahun Anggaran
2015,

Dalam hal hantusn kevangan tersebut diterima setetsh penetapan peraturan daerah tentang
Perubahan APED Habupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuvangan tersehut)
dirampung dalam LEA pemerintah provinsi atan pemerintah kabupaten /kota penerima bantuan
Lampiran anglka Il nomor 1 hurf ¢ point 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunen APFBD Tahun Anggaran 2015,

Terhadap penectapan target pendapatan daerah kode rekening x o0k oo s 4.1.4,. 1806 Lain-
lain PAD wyang Sah Ladnnya semula  sebesar Rpdl 690273 726,00 menjadi  sebesar
Ep36.896.847.908,00 berkurang schesagr REp4.793.425.878,00, dinilai tidak jelas karena tidak
menggambarkan satuan terkecil rincian obyek pendapatan dacrah vang akan diterima olch
Pemenntah Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, uraian rincian ohyek pendapatan terschut sgar
ditimpail dan diformulasilcan kembali sesual dengan objek penerimaannyva, sebagaimana ketentian
Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan

Ketentuan burtr I11.1.c.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan den Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2015
menyatalan bahwa Pendapatan vang diperuntulan bapi desa dan desa adat yang bersumber dari
APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintabian, pembangunan serta
pemberdayaan masyarskat, dan Kemasvarakatan schagaimana diatur dalam Pasal 72 ayvat (1)
huruf b dan ayat {2) Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa, dianggarkan dalam
APBD pemerintaly kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenal alokasi AFBN yang diperuntulcan bagl desa dan
desa adat. Untuk itu, terhadap tenget pendapatan yeang diperuntukdken hagi desa den desa adat
ggar mempedomani ketentuan dimaksud.

Kode Rekening terscbut mengacu darl Permendagri No 64 Tahun
2013 tentang penerapan  Standar  akuntansi  Pomerintah
Berbasis Akrual pada Pemervintal daerah

Dalam menetaplan target pendapatan bagi desa, Pemerintah
Kabupatcnn Cianjur telabh mempedomani Peraturan  Presiden
Momor 36 Tahun 2015 tentang FEincian APBN
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BELANJA DAERAH

Angsaran Belanja Dacrah pada Rencanpgsan Peraturan Daerah tentang Perubahan AFBD Tahun
Anggaran 2015 semula sebesar Rp2.817.311.675.769,12 menjadi sebesar Rp3.250 708.415.863,75
heriambah sebesar Rp435 396, 740,094 62 atau naik 15,45% dengan alokasi sebagai beribuat:

a. Belanja Tidak Langsung semila  scbesar Rpl 911.878.999.696,13 menjadi scbesar
REp2.020.515.620.060,52 bertambab schesar Rpl0B.639.626.364,3% atau naik 5,68%, terdir
atns:

1] Belanja Pegawsai semula sebesar  Rpl.535.080.528 655,38 menjadi schesar
Rpl.497.072.992 634 17 berkurang sebesar Rp38.007.536.021,21 atau turun 2,48%;

4] Belanja Hibah semula sehesar Rproy. 064 220,000,000 menjadi sebesar
REpl153.691.895.308,89 bertambah scbesar Rpbid.e2v 675,308,689 ateu naile 70,65%;

3] Beladjs Bantuan  Sosial =zemula  sebesar Rp3.T13.700.000,00 menjadi  sebesar
REp5.923.700.000,00 bertambah sebesar Rp2.210.000.000,00 atan naik 59,51%:;

4] Belanja Bagi Hasil schesur Rp2.199.981.919,00 (anggaran tetap);

5} Belanja Bantuan Keuafgahn semula sebesar Rp276.230.216.705.00 menjadi sebesar
Rp359.057.460.061,00 bertambah sehesar Rp82 827,143 356,00 atau naik 39,98%;

6) Belanje Tidak Terduga scmula schesar Rp4.590.252 416,75 menjadi  sebesar
Rp2.572.596,137 46 berkurang sebesar Rp2.017.656.279,29 atan tumn 43,96%0;

b. Belanja Langsung semula sebesar REp905.432.676.073,00 menjadi sebesar
Rpl.232.189,789.803,23 hertambah sebesar Rp326,757.113.730,23 atau naik 36,09%, terdiri
atas:

1) Belanja Pegawei semula  scbesar Rp51.656.244 940,00 2 menjadi  sebesar
Rp5SBE.469.976.632,00 bertambah scbesar Rp6.813.731.692,00 atau naik 13,19%;

2  PBelanin HBarang don Jasa gemuls sebesar Rpd487.936.291 40500 mengadi sebesar
RpS5A7.640.294. 444,98 bertambeah sebesar RpY9.704.003.949,98 atal naik 20,43%

3) Belanja Mrxdal gemula sebesar Ep365 840,139.638.00 menjadi sehesar
Rp586.079.517.726,25 bertambah scbesar Rp220.239.378.088,25 atau naik 60,20%,

Herkenaan dengan komposisi anggaran belanja terscbut, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur
dalam menyusun Rancangan FPeraturan Daerah tentang Perubaban APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD agar meningkatkan alokasi belania urusan
wajib untuk melindungi dan memingkatkan  kualiths kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban dacrah yang diwujudken dalam bentuk peningkatan pelayansn dasar,
pendidikan, keschatan, fasilitas sosial dan fasilitas wmum yang layak serta mengembangkan

sintemn jaminan sosial

Pemerintah  ksbupaten  Clanjur akan terus  berupaya
meningkatkan alekasi urusan wajib untuk melindungl dan
meningkatkan kualitas kohidupan masyarakat
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Selain itu, sebagaimana ketentuan butir II1.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah
Tahun Anggaran 2015, terhadap penyedisan  alokasi untitk DBelanja Modal sebesar
RpSE6.07TO.517 726,25 utan 18,02% dad tolal anggaran Belanja Deerah Tahun Anggaran 2015,
harus diprioriteskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terlcait
dengan pendngkatan pelayanean kepada masyarakat.

Penyedisan anggaran belanja yang tercantum pada koede rekening R e xx 5.1, 1.01.05 sudah disesuaikan dalam DPPATA. 2015
Tunjangan  Fungsional Umum  semula  sebesar Rp9.349.504.800 menjadi  sebesar
Rp8.420.774.100,00 berkurang sebesar Rp928.730.700,00 pada selurub SKPD, sesual dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Neger Sipil,
agar nomenklatur uraian rinclan obyek belanje dimakesud diubah menjad] Tunjangan Umum,

Penyediaan anggaran belanja yang toreantum pada kode relening 1.20,1.20.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sudah disesuaikan dengan Srandard
Tunjongan Perumsahan sebesar Ep3 060 000.000,00 (anggaran tetap) pada pos DPRD, besaran Pembiayaan berdesarken Surat Keputusan Bupati Nomor
alokasinya agar mempertimbangkan kewajaran, kepatutan, dan disesuaikan dengan standar harpa 900/ Kep. 233-Adbang /2014 wntang Standar tertings
setempat vang berlalm di Kabupaten Clanjur, serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah pembakusn biaya kegiatan Dewsn Perwakilan Hakys! Daerah
schinggs penyediaan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tidak menyinggung Tahun Anggaran 20135,

rasa keadilan dalam masyarakat. Komponen-komponen belanja yang menyertai penyediaan rumah
dinas atan scws rumah bagi pimpinan dan anpgota DPRID dialokasikan pada pos Sekretariat DPRD
sesnai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoeler dan
Keuangan Pimpinan den Angpota Dewsn Ferwakilon Rakyat Daerah sebagaimana telah dinbah
beberapa kali terakhir dengan Peraluran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kectiga Atass Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tshun 2004 tentang Kedudulkan Protololer dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah,

Hal-hal yang periu diperhatikan kembali schagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur
Jawa Darat Nomor 903/Kep.1719-Keu/2014 tentang Ewvalussi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan
Rancangan Peraturan Bupat Cianjur tentang Penjabsran Anggaran Pendspatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berilout:

a. Penyediaan snggaran belanja yang tercanitum pada kode rekening:

1) =oocxxxxocxex5.1.1.01.09 Turar Asuranst Kegehatan semula sehesar
Rp23.520.462.000,00 menjadi sebesar Rp21.211.752.700,00 Dberkurang scbesar
Rp2.308.709.300,00;

2 e xaci¥EETe.S,1.1.01.20 Tunjangan  Kesehatan DPFRD gsemula  schesar
Rp32.090.688,00 menjadi schesar Rp7 087 500,00 berkorang sebesar Rp25.003.188,00;

3} xooos e XE.OL.5.2.2.04.04 Belanja Asuratsi Jiwa scmuls sebesar Rp25 425 00K1,00
menjadi schesar 23 635.000,00 berkurang sebesar Rp1.800.000,00

EETERANGAN
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Ia:

agar memperhatikan ketentuan sebapaimana amanat butic T12.a 1).d} Lampiran Peraturan
Mentesl Dalam Negeri Womor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2015, bahwa penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dun Angpota DPRD serta PNSD dibebanlkan pacsa
APBD Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Siutem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomeor 24 Tehun 2011 lentang
Badan Penyelenpggara Jaminan fAnsial (BEJS) dan Perafuran Presiden Momor 12 Tahuno 2013
tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana dinhsh dengan Peraturan Presiden Nomor 111
rahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Eesehatan

Terkait dengan hal tersebut, penycdisan anggaran untuk pengembangen  caloupan
penyelenggaraan jaminan keschatan bagi Kepala Daerah /Wakil Kepala Dagrah, Pimpinan dan
Anggola DPRD serta PNSD di luar cukupan penyelenggaraan jaminan kesshatan yang
disedialkean oleh BRIS, ridak diperkenankan diangparkan dalam APBLL.

Adapun penpanggaran penyclenggarann jaminan kesehatan bagi fakir misldn dan orang tidak
mampn sesuai dengan Undang-Undeng Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2%
Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomeor 101 Tahun 2012 tentang Pencrima Bantuan Turan

 Jaminan Keschatan dan Peraturan Presidens Momor 12 Tahun 2013 sebagaimana dinbah

dengan Peratoran Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjedi cakupan
penvelenpgaraan jaminan kesehatan melalui HPJS yang bersumber dari APDN, pemernntah
dacrah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yanpg
menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Terhadap nomenkiatur "Turan Asurans Kesehatan” agar diubah menjadi "Turan Jaminan
Kesehatan" sebagnimana dimalsud dalam Pasal 168 Peraturan Presiden Nemor 111 Tahun
2013 tentang Perubahan Alas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan

Penyediaan snggaran yAog tercanium pada kode rekening % 20e s 3.0, 00.00.5. 1. 1.0L.17 Uang
Duks Wafat/Tewas semula sehesar Rp157.520,000,00 menjadi sebesar Rp117.520.000,00
berkurang sebesar Rp40.000.000,00, agar mempethatiksn ketentuan sebagaimans amanal
butir 111.2.a.1).€] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomar 37 Tehun 2014 lentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Angparsan 2015, hahwa penganggaran penyelenpggaraan
jaminan kecelakaan kerja datl kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kcpala Dacrah, Pimpinan
dan Angpota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomarni Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubabhan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan rogram Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentsmg Penahapan Hepesertasn Program Jaminer Somial
Olel karena ima terhadap penyediaan Usng Duka Wafal agar memperhatikan  ketentuan
dimaksud, sehingga tidak terjadi duplikasi dengan iuran jaminan kecelakaan kerja dan
kemarian.

Sudah di sesnaikan patda DPPA Setda dan setwan

Sudah disesusikan pada DPPA menjadi uran Jaminan
Keschatan
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Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada kode rekening:

1} 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4 Belanja Hibah semmula sebesar Rp30.064.220.000,00 menjadi
gpebesar Rpl53.691.805.308 80 bertambah scbesar Rped 627 675.308,80, denpan obyek
belanja:

al 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05 Eclanja Hibah Kepada BHadan/ Lembaga/Orgenisasi
semula sebesar Rp48.570.220000,00 menjudi sebesar Rpl04.835.506.064,00
bertambah schesar RpS6.265.286.064,00 seluruh anggaran dialokasikan unmk obyek
belanja 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada
Badan ( Lembaga/ Organisasi,

bl 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibsh Kepads Kelompok/ Anggota Masyaralat
scmula  sebesar Bpdl494.000.000,00 menjadi  sebesar  Rp4B8.856.389.244,89
bertambah  sebesar Rp7.362.389,244.89% seluruh  anggaran  dialokasikan untuk
1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06.01 Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat;

2 xxxsonEx00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial semula scbesar Rp3.7 13.700.000,00
menjadi sebesar RpS.923.700.000,00 bertambah sebessr Rp2.210.000.000,00 seluruh
angparan dialokasilkan untuk obvek belanja xooox s 00.00.5.1.5.03 Belanja Bantuan
Snsial Kepada Anggofa Masysrakat dengan trincian obyek xxmxam.oo(0.00.5.1.5.02.01
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat/ Perorangan.

agar ditinjau kembali alokasi anggarannya denpan memperiimbangkan kemampuan krusngan
dosrah, dilalmlan setelagh memprioritaskan pemenuhan belanja wrusan wajib, serta ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah deersh dengan
memperhatilean asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sesuai
Peraturan Menteri Dalam Neperl Nomor 39 Tabun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Talun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daermab, serta memperhatikan
pula ketenituan butir @ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627 /5.0 tentang
Penajaman Ketenfuan Pasal 298 ayat (5 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 201% tentang
Permerintehan Daerah, bahvwa yeng dimaksud dengan badan, lembaga, dan orgenisas
kemasyarakatan yang berbadan hubkum Indenesia sebagai berikut:

a. Badan dan lembaga vang berbadan hukum Indonesia adalab:

1] badan dan lembags kemasyarakatan vang bersifar nirlaba, sulearela dan soslal yang
dibentul: berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2 badan dan lembaga kemssyarsketan yang bersifat nirlaba, sultarcla dan sosial yang
telah memilikd Sural Keterangan Terdaftar (SKT) vang diterhithan oleh Menteri Dalam
Negeri, Gubernar, atan Bupati /Walikota; dan

Belanja Hibah pada Perubahean APED 2015 antara lain
dialokagikan untuk KPU, Polres dan Panwaslu guna mendukung
pelaksanann Pilkada Serentak di Kabupaten Cianjur
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li. Organisasi kemasyarakatan yeng berbadan hokoum  Indonesia adalah  organisasi
kemasyvarakatan yang berbadan hukuem vayasan arau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum perkumpunlan yang telah mendapatkan pengesahan badan hulum dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusis sesusi kelenluan peraturan perundang-
undangsm;

Selanjutnya, dalam pelaksansanmya agar memperhatikan ketentuan mengensai  kriteria,

persyaratan, proses dan tabapan penganggarannys dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tabun 2014 ilentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anpparan 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentanp Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah scbapgaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 lentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial vang Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belatja Daerah.

. Penyediaan anggaran penerima hibsah yang dicanmmkan dalam Lampiran [l Kencangan

Peraturan Bupati Cianjur tentany Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, yaitu:

1) MNomoer 120 Ilibah kepada 403 1t di 6 Kelurahan Kee Cianjur semula sebesar

Rpl.007.500.000,00 menjadi  sebesar Rp4.030.000.000,00 bertambah  scbesar].

REp3.022,500.000,00,

2)  HNomor 167 Perhiptani Kab. Cianjur semula rdak disnggarkan menjadi sebesar
Ep30.000.000,00;

3] Nomor 168 Kontalt Tani Nelayan Andalan (KTNA] Kabupaten Ciunjur semula tidale
diangearkan menjadi sebesar Rp200.000.000,00;

4] MNomor 172 fkatan Relawan Medis Eabupaten Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi
sebesar Rp50.000.000,00;

5| Nomor 173 Jejaring Aspirasi Masyerakat Kab. Clanjur semula tidak dianggarkan menjadi
scbesar RpS0.000.000,00;

6] Nomor 563 Pembangunan Mesjid Al-Barckah, Kp, Cikondang Rt 004 Rw ({6 Desa
Pamoyvanan Kee Cibinong senmila tidak disnggarkan menjadi sebesar RpS0.000_000.00;

7 MNomor 564 Panitia Renovasi Pembangunsan Mesjid AT-THOHIRUN, jl. KH Saleh Kp.
Hergarmanah Desa Sindangasih Kee. Karanglengah semula tidak dianggarkan menjadi
sebesar Rp75.000,000.00;

B| Nomor 565 Mesjid As-Sakinah Perum Bumi Asrl Sukamajn Desa Sukamaju Kee. Cibeber
semula tidak disngearkan menjadl sebesar Rp25.000,000,00;

4§ Nomor 566 DKM Al-Mu'min Sumur Gede Desa Napgasari Kecamatan Leles semula tidak
diangegarken memnjadi sebesar Bp L0O000.000,00;

10} Nomor 568 Bantusn kepada 100 Pondek Pesantren di Kab. Cianjur @Rp50.000.000,00
semula tidak diangearkan menjadi sebesar RpS.000, (00.000,00;

11} Nomor 1430 Belanja Hibah kepada Kelompok /Anggola Masvarakat Lainnyva scmula tidak
dianggarkan menjadi sebesar Rpl.777.689.244,B9,

Pemerintah Eabupaten Clanjur akan mercalisasikan belanja
Hibali dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-
undanpgan vang beriaku (UL 23 Tehun 2014 tentang Pemerintah
Dacrah, serts mempedomani Sural EBEdaran Mendsgn No
900 /4627 /8] tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (3}
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agar mempedomani pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibsh dan Bantuan Sosial vang Bersamber dard Anpparan Pendapatan
dan Belanja Dacrah bahwa ohyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah meliput
pemerintah, pemerintah daerah lainnys, perusahasn dacrah, masyarakat dan ompenisasi
kemasyarakatan serta memperhatilban puls Surat Edaran Menteri Dalam MNegeri Republile
Indonesia Nomor 90074627 /8] wentang Pensjaman Ketentuan Pasal 298 ayel 5 TUIndang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintabian Daerah,

. Rincian penerima bantuan sosial yang dicantimkan dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan

Bupati Cianjur ftentang Perubahan AFBD Tahun Anggaran 2015, Nomor wrut 421 Belanja
Bantuan 5osial kepada Angegota Masyvarakat/Perorangan Yang Tidak Direncanalan semula
sebesar  Ep986.700.000,00 menjadi  schesar REp3.4024.200.000,00 bertambah  sebesar
REp2.037.500.000,00, agar mempedomani pasal 234 (4) Peraturan Menter Dalam Negerl Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pédoman Pemberian Hibah don Bantusan Sosial yang Bersumber dari
Angparan Pendapatan dan Belanja Deerah schagaimana telah dinbah dengan Peramiran
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perafuran Mengeri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberier Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjs Dacrah, bahwa pagu alokasi anggaran
bantuan sosial vang ldak dapat direncanalean sebelumnya tidak melebihi pago alolessi
anggaran yang direncanakan

Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat menganggarkan dan merealisssikan angparan belanja
hibah dan bantuan sosial dalam Perubahan APBD Tahun Angesaran 2015 sepanjang
peisvaratan, kritcria, proses dan tahapan penganggarannye telah sesusi dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Svsial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah schagaimane (elah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedomsn Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggeran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

Fenycdiaan anggaran untuk Belanjs Bagi Hasil Pajak Dacrah kepada Pemerintahan Dess pada
SBKFD Dinas Pengelolaan HKeuangan dan  Asel Daecrah  (PEPKD]  kode releening
1.20.1.00.08.00.00.5.1.6.03.0]1 Belanje Bagl Hasil Pajak Dacrah kepads Pemcrintaben Dess
sebesar Epl.199.981.919,00 [anggaran tetap); harus mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf ¢
dan ayat (3] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan butir I1.2.4.5).b) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 37 Tahun 2014 tentsng Pedoman Pernyusunan Anggaran
Pendupatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2015 bahwa pemerintah kabupaten flkota
menganggarkan belanja Bapi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah
desa paling sedikit 10%: (sepuluh per seratus) dari pajak deerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota. Darl aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama
pemerintah dess selaku penerima sebagai rnclan obyck penerims bagi hasil pajak daerah dan
retribusi daerah sesusi kode rekening berkenaan,

Budah disesuaikan
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. Fengangparan belanjs pada kode rekening oK CX.Exxx.5.1.7.04.03 Belanjs Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Desa schesar semula sehesar Rp275.257.306.644,00 menjadi
sehesar Rp358.084.450.000,00 bertambah sebesar Rp82 827143 356,00, apabila di dalaminy=
termasnk alokasi dene desa yang bersumber dard APBN agar dilakukan pemilahan dengan
alokasi dana desa yang bersumber dari AFBD. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN
harus mempedomani Pasal 72 ayat (1) huraf b dan ayat {2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sementara Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD mempedomani
Pasal 72 ayat {4} dan ayat {6 Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa serta butir
111.2.4.6).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 bahwa
pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa
dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh
per seratus] dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APED Tahun
Anggaran 2015 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6)
Undang-Undang Nomor 6 Tehun 2014. Selanjutnysa dari aspek lekhis penganggaran, dalam
APBD pemberi bantian keuangan, belania bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daltar
nama pemerntah desa selalou penerima bantusn keuangan sebagai rincian obyek penerima
bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Penyediaan anggaran belanja kode rekening:

5.21.01 Honorarinm PHNS  semula sebesar  Bp33.717.406.540,00  menjadi  sebesar
Ep35.816.878.732,00 bertambeh sebesar Rp2.099.412.1 92.00;

- 52.1.02 Honorarium Non PNS semula scbesar RplS5.168.617.400,00 menjadi sebesar
Rp8.195.587.000,00 berkurang sehesar Rp6.973.030.400,00;

antara lain pada SKPD:

a. Dinas Perpgjakan Daerah dalam kegiatan:

1.20.1.20,05.17.123 Pembinaan dan Evaluasi Pajak Daerah semula sebesar Rp331.470.000,00
menjadi sebesar Rp451.470.000,00 bertambah schbesar Rpl20.000.000,00 antara lain
dialokasikan untik 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawsi Honorer/Tidak Tetap semuls sebesar
RS, 040, 000,00 menjad: sebesar, Rpt1.040.000,00 bertambah sebesar Ep36. 000,000,000,

b. Badan Kepegawainn Pendidikan dan Pelatihan Dacrah dalam kegiatan:

1) 1.20.1.20.06.44.86 Selelesi Terbuka Dalam Rangka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama
gemuls sebesar Rpl95.765,.400,00 menjadi sebesar Rp239.125,.500,00 bertambah sebesar
Rprd3.360. 100,00 antara lain dislokasiian untuk Honorarium Panitia Pelaksana Keglatan
semula schesar RpSB8.225.000,00 menjadi schesar Rpl40.250.000,00 bertambah sebesar
Rp82.025.000,00;

2] 1.20.1.20,06.44 97 Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik semula Udal
dizngparkan menjadi schesar Rpl61.568.250,00 antara lain dialokasikan unmk
Honorarinum FPanitia Pelaksana Kegintan semula tidak dianpggarkan menjadi sehesar
Rp74.250.000,00;

Sudah di sesuaikan
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c. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Azet Daergh dalam kegiatan;

1) 120.1.2008.17.66 Opumalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah semula scbhesar
Rpl47.305.000,00 menjadi sebesar Rpl63.828.000,00 bertambah achosar
Rpl6.523,000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Eegiatan
semula tidak disnggarkan menjadi schesar Rp68.000.000,00.;

2} 1.20.1.20.04.18.44 Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran semuls tidak diangearkan
menjadi sebesar Rpld3d 800.000,00 antara lain dialokasikan untk Henorarum Panitia
Pelaksana Kegiaotan sebesar Rp26. 500000 00;

dinilai euknp tnggi, oleh karena itu agar ditinjan kembali nnmlk dilurang dan dilakukan secara
selektifl sesunai dengan kebutuhan dan waktu pelaksansan suatu kegialan guns meningkatlkan
cfisicnsi angegaran daerah.

Berkenaan dengan  ita, penganggaran honoradum  bagl PNSD dan Non TPNSD  supaya
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitus dalum pencapsisn sasaran program
dan kepiatan sesusi dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapal
target kinerja kegiatan dimaksud serta didasarkan pada pertimbangan bahwa kebemdaan PNSD
dan Non PNSD dalam kegiatan benar-bensr memiliki peranan dan lontribusi nyats terhadap
efektifitas pelaksanaan Kegiatan tersebut jugs memperhatikan pemberian Tambahan Penphasilan
bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daeralh dan Retribusi Dacrah, sebagaimana
diatur dalam butir II1.2.5.2) Lampitan Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 37 ‘Tahun 2014
tenitang Pedoman Penyusunan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
Selisih lebih atas hasil efisiensi anggaran Belanja Honorariom PNS dan Honorardum Non PHNS
dimalend digunaken untuk mendanai belanja yang bersifar wajib serta program dan kegiatan yang
lebih prioritas dalam rangks peningkatan kesejahterasn masyarakat,

Penyodiaan anggaran belanja kode rekening;

LXK XHE N0k xx.5.2.2.07 Belanja Scwa Rumah)Gedunpg/Gudang/ Parldr semula sebesar
Rp22.130.300.000,00 menjadi  scbesar Rp2l.308.612.000,00  berkurang  scbesar
RpBI1 GEE.000,00;

XL NN wR k05,2, 2,08 Belanja Scwa Sarana Mobilitas semula sebesar RpS63,.030.000,00
menjadi sebesar Rp609.216.000,00 bertambah sebesar Bpd6. 186.000,00:

antara lain pada SKPD:

a. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam kegiatan;

1) 1.20.1.20.06.44.20 Sosializasl Jabatan Fungsional dan Teknik Kenailan Panpleat semula)
sebesar RplOd.768.300,00 menjadi sebesar Rpl77.563.000,00 bertambah  sebesar
Rp68.795.000,00 antara lain dialokasilan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
semula sebesar REp8.000.000,00 menjadi sebesar Hp36.000.000,00 bertambah sehesar
Rp38.000.000,00;

Sudab dilakukan Perubahan, Evisiensi pada DFPA Dinas Pajak,
BEKFPD dan DPKAD

- Budah di scsuaikan dengan mempedomani persturan
perundang-undanpan tentang pedoman  penvelengsaraan
pendidikan dan pelatihan

- Kode rekening sewa gedung/kantor/tempat i dalamnya
termasuk biays penginapan peserta, makan minum peserta (full

board)
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2} 1.20.120.06.44.66 Diseminesi Jabatan Fungsional semula sebesar Rpll4 38600000
menjadi sebesar Rpl64:208.000,00 bertambah schesar REp49.822.000,00 antara lain
dislokssikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kentor/Tempat scmula  sebesar
RpS&.000.000,00 menjadi sebesar Rp46.000,000,00 bertambah sebesar Rp38. 000.000,00;

3] 1.20.1.20.06.44.94 Penyelenpgparaan Diklat Teknis Survellans semula Hdak disnggarkan
menjadi sebesar Rp268.720 850,00 antara |ain dialokasikan untuk Belania Sews
Gedung/ Kantor/ Tempat schesar Rp79.800.000,00;

4] 1.20.1.20.06.44.95 Penyelenggaraan Diklat Teknis lmunisasi scmula tdak dianggarkan
menjadi sebesar Rp2G8.720.850,00 antara lain dialokssikan uniuk Belanja Sewa
Gedung,/Kantor/Tempat sebesar Rp79.800.000,00;

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam legiatan:

1] 1.22.1.22.01.15.26 Pembinaan Pos Pelayanan Teknolopi Perdezasn [POSYANTEK) dan
Gelar TTO semula sehesar Rp349 550000 (0 menjadi sebesar Rp377.479.000,00
bertambah sebesar Rp27.929.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewn Sarana
Mobilitas Udara semula sebesar Rpl6.400.000.00 menjadi schesar Rp635.000.000,00
bertambah sebesar Rpa8, 600.000,00;

2) 1,22.1.22.01.22.02 Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparal Pemerinish Desa semula
schesar Rp468.210.000,00 menjadi schesar RpG641.300.000,00 bertambab  sebesar
Rp172.090,000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
semula sebesar Rp2 18.250.000,00 menjadi sebesar Rp355.500.000,00 bertambah schesar
Rpl37.250.000,00;

dinilai cukup besar alokasi anggarannya. Oleh karena im, agar dipertimbangkan untuk dikurangi
dan dilalukan secara selektif, sesuai ketentuan yang diatur pada butir L2531} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 37 Tabun 2014 tentang Podoman Penyusunan Angparan
Pendepatun dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bahwa penvelenggaraan kegiatan rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atan sejfenisnya diprioritaskan untuk menggunakan
fagilitas aset dagrah, seperti rugang Tapat atau aula yang sudah tersedis milik pemerintah daerah,
scrita Burat Edaran Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pembatasan Kepiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Selanjuimya selisih
lebib atms hesil pengurangan anggaran belanjs dimeksud ager diguoakan untuk mendons
program doan kegistan dalam rangka perningkatan kesejahileraan masyvarakat. penganggaran untuk
belanja sewa sarana mohilitas udara untuk kegiatan Pemibinasn Pos Pelayanan Telknologi
Perdesaan (POSYANTEK] dan Gelar TTG agar ditinjau kembali mengingal belanja terascbut adalah
merupakan komponen dari biaya perjalanan dinas.

Penyediaan anggeran belanja  kode rekening xocoxseosxxxxx 52223 Belanja Hibah
Barang/Jasa  Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga semula  schesar
Rpl2.902.969.000,00 menjadi sebesar Rp72. 898, 539 300,00 bertambah sebesar
Rp59.995.570.300,00 dengan rincian;

Kode Rekening sudah disesuaikan menjodi Kode Rekening
Perjalanan Dinas

Sudah dilakukan Evisiensi pad DPPA BKKPD, dan BPPMPD

Sudsah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
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EEXXILXEININ.S.2. 233,01 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada
Masyarakal scmula sebesar Kpl2 607.344.000,00 menjadi sebesar Rp72.607.104.300,00
bertambah sebesar Bp59.99% 760.300,00;

M X000, X 5.2.2.23.02  Belanja Hibah Barangfdasa Yang Disershlsn Kepads Pihak
Ketiga scmula sebesar Rp508.680.000,00 menjadi sebesar Rp568.500.000,00 bertambah
sebesar Rp5s9.B20.000,00;

antara lain pada SKPD:

Dinas PSDA-P dalam kegiatan:

1.032.1.03.01.25.01 Pembangunan Prasarans Penpambilan dan Saluran Pembawsa Alr Baku
semula schesar Rp3 050, 000,00 menjadi sehesar Ep4.221 982 300,00 bertambah sehesar
Rpl.171,982.300,00 antara fain dialokasiken wntuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang
Diserahkan  kepada Masyarakat semula tdak diangzarken menjadi  sebesar
Rp4.011 982 300,00;

Dinas Pekerjaan Umum Binamargs dalam kegiatan:

1.03.1.02.02.30,28 Rehabililasi Jalan/Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja
Pemerintah Daerah semula sebesar Rp1.356,129.700,00 menjadi sebesar Epl.995,744.700,00
bertambah  sebesar Rpf3d.615.000,00 antsrs lain dialokasikan unmik Belanja Hibah
Barang/Jass Yang Diserahken Kepada Pihak Ketipa semula tHdalk dianggarkan tmenjadi
sebesar RpS0.000.000,00;

Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam kegiatan:

1} 1.04.1.05.01.16.08 Pembanpungn Sarans MCK semula tidak dianggarkan menjadi sebesar
Rp65.000.000.00 scluruh anggaran dislokasilan unwk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang
Discrahkan Kepada Masyarakat;

2] 1.03.1.05.01.30.01 Pendtaan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan semula
sebesar Rpl.280.020.000,00 menjadi sebesar Rpl.B828.E50.000,00 bertambah sehesar
RpbOB.830.000,00 antars lain dislokasikan untul Belanjs Hitmh Barang/Jasa Yang
Diserahkan Kepada Masyarakat semula tidak dianggarkan menjadi scbesar Rp.
A70.000.000,00

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam kegiatan:

1,15.1.15.01.15.08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kereil Menensah semuls  sebesar
Rpl100.000.000,00 menjadi scbesar RpS0.189.670,00 berkurang scbesar Rpl9.810.230,00
antara lain dialokasiktan untuk Belanja Hibeh Barang/Jasa Yang Discrahkan Xepada
Masyarakat semuls schesar Rp67.750.000,00 menjadi schesar Rp49.250.000,00 berlourans
sebesar Rpl 8,500.000,00:




a.

1} 2.07.2.07.01.1520 Pembinaan Eemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat
dilingkungan Industri Hasill Tembakon semula tdek disnpgarksn menjadi scbesar
Hp384.7320.000,00 antara lain dialokasikan unmuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang
Diserahkan kepada Masyaraleat sebesar REpl99.000.000,00;

2} 2072.07.01.15.21 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat
dilingkungan Industri Hasil Tembakau (L} semula tidak dianggarkan menjadi sebesar
Rpl54.000.000,00 antara [pin dislokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang
Discrahkan kepada Masvarakat sehesar Rpl3s.600.000,00;

3] 2.07.2.07.01.16.26 Pengembanpgan Industri FPengolah Daur Ulang Sampah  sebesar
Rp245.855.000,00 (anggaran tetap) antara lain  dislokasikan untuk Belanja ITibah
Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada Masyaraket semuls ldek disnggarkan menfadi
sebesar Rpl197.100.000,00;

4] 2.07.2.07.01.16.28 Fasilitasi Peralatan Tahu dan Tempe sebesar RplS9.H50,000,00
[anpgaran tetap] antera lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barasg/Josa Yang
Diserahkan kepada Masyarakat semula ddak dianggarkan menjadi sebesar
Rp1 56 000 000, D0

5) 2.07.2.07.01.16.29 Fasilitasi Sarana Produbksi Sans Temal sebesar Hpl87 599,000,000
(anpggaran tetap) anters lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang
Diserahkan kepada Magyarakat semula  tdak  disnggarkan  menjadi  sebesar
Rpl49.250.000,00;

agar memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 39 Tahun 2012 tentang
Perabahan Aras Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 32 Tahun 2071 tentang Fedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosisl yang bersumber dari Anpgeran Pendsapatan dan Belanga
[Daerah, yaiti;

Pasal 11 ayat (3) bahwa Hibah beripa barang atau jasa disnggarkan dalam kclompok Belanja
Langsung yang diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuratken kedalam jenis
Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Hibah Barang atau Jasa dan rincian objel Belanja
Hibah Barang atan Jasa yang diserahkan kepads Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD;

Pasal 11A awvat (1) bahwa Kepala Daerah mencantumban daftar nams pencrima, alamat
penerima dan besaran hibah dalam Lampiran [ Peraturan Kepala Daeral tentang Penjabaran
APBL;

NO HASIL EVALUAS] TINDAE LANJUT HETERANGAN
e, DBadan Penangpulangan Bencana Daerah dalam hepiatan:
1.19.1.19.03.22.09 Pepyelenggaraan Rehabilitas! dan Rekonstruksi Pasca Bencans Berpola
Partizipasi Masyarakal semula sebesar Rp233.623.000,00 menjadi sebesar Rp8S.134.000,00
berkurang sehesar Rpl48 48900000 antara lain dislokasikan untuk Belanja Hibah
Barang/.Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat semula sebesar Rp210.000.000,00 menjadi
sebesur Rp68_T50.000,00 berkurang sebesar Rpl41.2350.000,00;
f, [Mnas Perindustrian dan Petdagangsn dalam kegistan:
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c. Pasal 30 ayat (3) bahwa bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok Belanja
Langsung yang diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis
Belanja Barang dan .Jasa, objek Belanja Bantuen Sosial Barang dan rincian ohjek Belanja
Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketigs / Masyaralkat pada SKPD;

d. Pasal 30A ayat {1) bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nams penerima, alamat
penerima dan besaran bantuan sogial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepads individu dan/atan keluarga yang
tdak dapat direncanakan sebelumsya.

Selain itu, agar memperhatikan pula Surat Edaran Menterd Dalam Negerd Republik Indonesia
Momor S00/4627 /5.7 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 208 gyat 5 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah,

Penyedisan anggaran Belanja Modal dalam kegiatan “Pemeliharaan...” antara lain pada SKPD:

#. [nas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan

1} 2.022.02.01.0222 Pemeliharann Rutin/Berkala Cedung Kantor semula sebesar
Rp188.500.000,00 menjadi sebesar Rp27.631.510,00 berlairang sebesar Rpg0,868.490,00
antara lain dislokesiken untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainoya-Penpadasan Aset Tetap
Renovasi semula tidak disnggarkan menjadi sebesar Rp97.631.510,00

2) 202202011707 Pemcliharaan dan Penatasm  Hutan Kota semula  schesar
B LGOLO00. Q00,00 menjadi sehesar REp620.000.000,00 hertambah sebesar
Rp4&0.000.000,00 dislokasikan untuk Belanja Modal Gedung den Bangunan-Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Hdak dianggarkan menjudi scbesar
Rp81.306.000,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Khusus
semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp214.680.000,00 dan Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan-Fengadaan Jaringan Transmisi semula tidak disnpparan menjadi
sebegar Rpl47.200.004,00

b. Inspektorat Dacrah dalam keglatan:

1.20.1.20,07.02.22 Pemeliharaen  Rutin/Berkala Gedunpg Kantor semula  sebesar
Fpl5.900.000,00 menjadi secbessr Rp?74.395.900,00 bertambah sebessr Rp5E.495.900.00
antara lain dialokasikan untuk Belanja Modeal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan
Gedung Garasl/Pool semula tidak dianggarkan menjadi scbesar RpS52.951, 400,00,

supaya diperhatikan dan dibedakan bahwa belanja pemeliharaan merupaksn belanja barang dan
iasa yang tidak menambah asct dacrah, apabila belanja-belanja tersebut meTupakan pengadaan
atau belanje modal yang dapat menambah aset daerah supaya diformulasikan ke dalam kegiatan
berkenaan, schingga jelas dalam peranggungiawabannya apaksh brlanja tersebut bersifat
pemelibaraan yang merdpakan belanja barang dan jass atau belanja modal yenp dapat menambah
asel daerah,

Terhadap penganggaran bary ataupun penambahan slokasi anggaran unluk pengadasn tanah

pada SKPD Sckretariat Daerab dalum kegiatan:

Sudah dizsesuaikan dan diperbaiki

Sudah discsuaikan sesuad dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
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10.

a.  1.20.1.20,03.28.2317 Pengadaan Tansh Untuk Situs Megslith scmula sebesar
Rpl. 999 700.000,00 menjadi sebhesar Rp2.500.000.000,00 bertambah sehesar
Ep500.200.000,00 antara lain dialokasikan uniuk Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah
Untuk Bangunan DBersejarah  semula  sebesar Rpl 969.970.000,00 menjadi  sebesar
Rp2.470.270.000,00 bertambah sebesar RpS00.300.000,00;

k. b 1.20,1.20.03.28.226 Pengadean Tanah untuk Taman Pemaksman Umum dan Kelurahan
semuls tidak dianggarkan menjadi sebesar Bp112.202.000,00 antara lain dialokasikan untuk
Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Kuburan sebesar Rpl06.4097,000,00;

dalam pelaksanaannya epar mengacy pada ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012
tetitang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenpgarasn Pengadasn Tanah Bapl Pembangunan Untule
Kepentingan Umum, scbagnimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perobahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Huagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peratiran Menterd Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operaslonal dan Bisya Pendukung Penyelenggaraan
Fengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APED.

Terhadap kegiatan barll atau pun penambahan alokasi Epm..mmﬂ... untuk penpadaan kebuluhan
barang milik daerah serta Pembangunan Gedung dan Bangunan Mililk Daerah pada SKPD antara
lain:

a. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dalam kegiatan:

1.02.1.02.02.26,72 Pembangunan Gedung Hawat Inap Kelas I [(Jamparsal)-L semula tidak
dinnggarken menjadi sebesar RBpl44. 17598000 seluruh anggaran  dialokasiksn untdk
Belanja Modal Gedung dan Bangurnen-Pengadaan Bangiunen Kesehatan,;

b, Rumah SBakit Umuim Cinecan Kelas D dalam kegiatan:

1.042.1.02,03.26.25 Pengembangan Tipe Rumah Saldt semula sebesar Rp4.019.000.000,00
wmenjadi schesar REp5.922.869 630,00 bertambah sebesar Epl 903 569.930,00 antara lain
dialokasikan untuk Belanja Modal Sedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Ingtales semula tidak dianggarksn menjadi schesar Bp2.000.000.000,00;

¢. Dinas PSDA-F dalam kepiatan:

1.03.1.03.01,24.50 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang JABODETABEKJUR (TA 2015)
semula tidak disnggarkan menjadi sebesar Rp9.400.000.000,00 dialokasikan untuk Belanjal
Modal Jalan, Irigasi dan Jarngan-Penpadaan Banpunsn Pengambilan Irigasi semuls tidak
dianggarkan menjadi sebesar Rp6.020,395.000,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan-Pengadaan Bangunan Pelengkap Ingasi semula ddak dianggarkan menjadi schesar
Rpd. 306, 725.000,00;

Pada EWWEEHE.M berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlalon
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1. Dinas Tata Ruang dan Permukiman falam kegiatan:

1.03.1.0501.41.20 Pembangunan Pasar Pasir Hayam Kabupaten Clanjur Tahap 3-L semula
tidak dianpearkan menjadi sehesar _.Hrm_a.m.mmo.qmﬂbb antara laln dialokssikan untuk
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadasn PBangunan Gedung Pertokoan
Koperasi/ Pasar scmila tidak dianggarkan menjali schesar x_:.ﬂ_u.m_mm.c_uﬂ.ﬂa.,

& Selretariat DPRD dalam kegiatan:

1.20.1.20.04.02.07 Pengadasn Perlengkapan Gedung Kantor semula tidak dianggarkan
myerjadi Rp747.400.000,00 diglokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-
Pengadann Alat Peombersih sebesar RpB7.550.000,00, Belanjs Modal Peralstan dan Mesin-
Pengadaan Alat Rumah Tangea Lainnya (Home Use| schesar Ep203.069,000,00, Belarja Modal
Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pemadam Kebaksran sehesar Rp202.040.500,00, Brlanja
Wodal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Bani Keamanan schesar Rp203, 140.504,00, dan
Belanja Modal Asct Tetap Lainnye-Pengadaan  Alat Olah Raga Lainnya schesar
Rp250.600.000,00;

f.  [inas Perpajskan Daerah dalam kegialan.

1.20.1.20.05.17.184 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelimpahan FEE-P2 menjadi Pajak
Daerah-1 semula tidak dianpgarksn menjadi sebesar Rp6 B30.700,00 antara lain diglokasikan
untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunar Gedung Instalasl schesar
Rp2.580.700,00; : :

g, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kegiatan:

1.20,1,20.08.02.05 Pengadasan Kendaraan Dinas/ Opercagional semula sehesar
Rp5.199.914.200,00 menjadi sebesar Rp4.723.964.200,00 berkurang schesar
Rp475.950.000,00 antara lain dialokasiican untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-
Fengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula sebesar Rp214. 800,000,040 menjadi
sehesar Rp219 500.000,00 bertam bali schesar Eﬁwch.qg.cg,acw

dalam pclaksanaannya agar mempertimbangkan sesuai kebutuhan il secara proporsional
peruntukannya dengan memperimbanglan ketersediaan walitu sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, serta harus dilakukan secara selekiif sesuai Tencana kebutuhan barang
sebapaimana dlatur dalam Peratursn Menteri [Jalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daecrdli, detigan terlebih dahuty melakulan evalldas)
dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia, baik derl segi kondisi maupun
amur ekonomisnya Selain i, dalam pelaksanaannya sUpays berpedoman pada ketentuar
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun opi6  tentang Standorisasi  Sarata dan Prasarana Kerja
pemerintahan Dacrah. Khusus untuk pengangearan peinbanginan gedung dan bangunsn milik
daerah agar mengacu pada ketcnfuan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Hangunan Gedung Negara.

Penganggaran alokasi rincian objck belanja dipandang lidak relevan atau Hdak terksil langsung
dengan kegiatan berkenasn pada SKEP antarta lain:

a.  Dinas Perpajakat Daerah dalam kegiatan:

Sudeh disesuaikan
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2]

1.20.1.20.05.17.167 Pengawasan dan Pengendalisn Pajak Daerah semula sebesar
Rp4G67.862.500,00 menjadi schesar  Rp442 798 500,00  berkurang  scbosar
Rp25.064.000,00 dialokasiken untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan
Eendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp72.000.000,00, Belarja Modal Peralatan dan
Mesin-Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapean Kantor sebesar Bp20.000.000,00, dan
Belanjs Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin sebesar Rpl1.250.000,00;

1.20.1.20.05.17.182 Pemeriksaan Pajak Daerah semuls  sebesar Rp308. 402 500 00
menjadi sebesar Bp328.776.2300,00 bertambah sebesar Rp30.373.800,00 antara lain
dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadasn Peralatan Mini
Komputer semula sehesar Rp6.000.000,00 menjadi sebesar Bpl7 250 000,00 bertambah
gchesar Epll.250.000.00, Bclanja Medal Peralatan dan Mesin-Penpgadaan Peralatan
Personal Komputer semula sebesar BEp2.000.000,00 menjadi sebesar Rp6. 000, 000,00
berlambah schesar Rpd.000.000,00, dan Belanja Modal Peralatean dan Mesin-Pengadasan
Peralalun  Studic Videe dan Film semula tidak disnggarkan menjadi  sebesar
Epl2. 500,000,000

Sekretariat Dewan Penpums KORPRI dalam kegiatan:
-1.20.1.20.42.66.05 Peningkatan dan Pengembangan- Wawasan Aparatur KORPRI semula tidak
dianggarkan menjadi sebesar RpS0.730.000,00 dialokasikan uniak Belanja Jaesa Tenaga Kerja
Nom Fegawai sebesar Rp39.000.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daersh schosar
Epll.730.000,00,

Badan Prlayanan Perijinan Terpadu dan Pepanaman Modal dalam keglaten:

1]

2

1.20.1.20.46.02.03 Pembangunan Cedung Kantor somula tidals disngearkan menjadi
sebesar RpGl.000.000,00 antara lain dislokasikan wntuk Belanja Jasa Konsultansi
Perencangan scbesar Rps0.000.000,00;

1.20.1.20,46.0213 Pengadasn Alat-alat Rumah Tangga semula tidal dlangaarkan menjadi
sebesar Kp4.554.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Makanen dan
Mimuman Haran Pegawai;

Badan Ketahanan Pangan Dacrah dalam kegiatan:

1)

2)

2.01.2.01.04.05.04 Peningkatan Kinerja Aparatur semula tidak dianggarkan menjaci
scbesar RpS0.160.000.00 antara lain dialokasikan untuk Belanjs Sewa Sarana Mobilitag
Darat schesar Rpl S 000.000,00;

2.01.2.01.04.16.22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan schesar Rpl44 884.000.00
(anpparan tetap) dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan
Peralatan Mini Komputer semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp200.000,00 dan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Fengadaan Peralatan Personal Kemputer semuls tidals
dianggarkan menjadi sebesar Rpl.500.000,00;
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. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kegiatan :

2.04.2.04.01 02,03 Pembangunan Gedung Eantor semula ridak dianpgarkan menjadi sebesar
Ep. 50.000.000.00 scluruh anggaran  dialolmsilkan unhik Belanja .Jasa Konsultang
Perencanasn;

Belanja teresbut di atas dianggap tidak terkait secars langsung dengan kegiatan berkensan.
Besuai ketentuan Peratitran Menter] Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Fengelolaan Keuangan Daerah telak diatur babwa untgk menampung Kegiatan mmsupun
belanja yang tidak terkait langsung denpan urisan pemerintaban daerah atay untuk belanja

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peninglatan Disiplin Aparalur dan
stterusnya. Hchubungan dengan hal tersebut, agar belanja dalam kepiatan  dimaksud
diformulasikon kemhbali sehinggs torkeit secarg langsung dengan keglatan berkenasan,

Terhadap Nomenklatar kegiatan pada SKPD, vaiiy;
A,  Dinas Perpajakan Darrah dajam kegiatern;

1] 1.20.1.30.05 17.72 Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan BPHTB semula sebesar
Rp436.633.000,00  menjadi  sebesar Ep416.465.000,00 - berlkurang  sebegar
Hp20.168.000,00;

2) 1.20.1.20.05.17.81 Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Pajuk Dasrah semula
schesar Rp#53.425.600,00 menjadi sebesar RpS14.B800.600,00 bertambah sebesar
Rp61.375,000,00;

3] L.20.1.20.05.17.138 Penunjang Kegiatan Penertiban Penunggak Pajak Daerah semula
scbesar  Rp406.795.000,00 menjad:  sebesar Rp630.17 1.000,00 berkurang sebesar
Bp6.624.000,00,

b. Seéluruh Kecamatan dalam kepgiatan;

1] mxnxxx.xx64.03 Penunjang kegiatan Tim Penggerake PKK Keramatan dan Kelurahan
semula sebesarRp15.000.000,00 menjadi sebesar Rpl5.000.000,00:

2] xxocxaowx.fd.04 Fenunjang -Pendampingan ADD semula  sebesarRp10.000.000,00
menjadi sebesar Rp10.000.000,00;

scria nomenklatur kegiatan sejenis lainnya dindlai tidalk jelas indikator dan target kinerja yang
akan dicapai, karena nomenldatyr kegiatan dimalsud tdak memberikan informasi yang jelas dan
teruleur. Untuk itu, nomenklatir kegiatan dimaksud agar sesua dengan prugram dan kegiatan
serta diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian ohjek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip
aggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan FPasal 20 ayat (1) dan Pasal 95 ayar (3
Perariran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuwangan
Daerah, sebagaimana telah dinbah beborapa kali, teralchir dengan Peraturan Menteri Dalam Negerd
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedus Peraluran Mented Dalam Negeri Nomor 13
Tohun 2006 tentang Pedoman Fengelolaan Keunangan Dacrah.

Sudah dilalnikan Ferbailkan pada DFPA

Sudah disesuailan
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Terhadap uraian rincian obyek belanja berikut :
8, XEEXOLxxxx.5.2.2.21.04 Dsi...;

b, xxx.X.xXxxxx.xx.5.2.3.27.05 Belanja Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor
Lainnya;

C. XOO0LAEMKXX%Xxx.5.2.3.36.63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
Laboratorium Lainnya;

dinilai tidak jelas serta tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja
yvang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari
indilkator, tolok ukur dan target kinena kegiaten yvang diharapkan. Oleh karena itu,
uraian rincian obyek belanja tersebut agar ditinjau dan diformulasikan kembali untuk
disempurnakan ke dalam kode rekening berkenaan atau dilengkapi serta disebutkan
secara rinci schingga memberikan informasi yang jelas terhadap rincian obyek belanja
dimaksud.

Terhadap kode rekening penganggaran pendapatan daerah, program, kegiatan maupun
belanja vang belum sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang menjadi Prioritas di
Kabupaten Cianjur, baik pada kelompok Belanja Tidak Langsung maupun Belanja
Langsung, supaya diformulasikan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

PEMBIAYAAN DAERAH

1

Penerimaan Pembiayaan Daerah kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.6.1.1 Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya semula sebesar
Rp. 103.700.778.890,00 menjadi sebesar Rp. 199.226.853.992,23 bertambah sebesar
Rp. 95.526.075,102,23 dengan rincian obyek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya, harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional
dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam
rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015
vang tidak dapat didanai alibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
Selanjutnva SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyvek dan nincian obvek sumber
SiLPA Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam format tabel 3 butir
[I1.3.a.1}) Lampiran Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Pedoman  Penyusunan Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2013,

Sudah disesuaikan

Perhitungan SILPA sudah sesuai dengan
hasil audit BPK pada Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2014
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. Pengeluaran Pembiayaan Daerah kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.6.2.2 Penyertaan

Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (anggaran tetap)
dengan obyek belanja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan rincian cbyek Penyertaan
Modal pada PDAM, dalam pelaksanaannya supaya berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah.

T Y TN

...“ Q...n_. 7 ....
B\ S L
A.Vf{ﬁ......num . y

o P —— .

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 13 Oktober 2015

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAI' DAERA
W UKABUPATEN CIANJUR

SYATE S YADI MULYADI
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